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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis 
Hukum Islam dan Perdata Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan 
Murabahah di KJKS Al Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya adalah 
untuk menjawab pertanyaan: 1).  Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dan 
faktor apa yang menyebabkan wanprestasi pada akad pembiayaan Murabahah 
di KJKS Al Marwah ? 2). Bagaimana solusi yang ditempuh untuk 
menyelesaikan wanprestasi pada pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah 
? 3). Bagaimana analisis hukum Islam dan Perdata terhadap solusi penyelesaian 
wanprestasi pada akad pembiayaan Murabahah di KJKS Al Marwah Masjid 
Nasional Al-Akbar Surabaya ? 
Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi dengan pihak KJKS yaitu manager, karyawan dan anggota 
koperasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola 
pikir induktif. 
Hasil penelitian menyatakan tiga hal bahwa yang pertama bentuk-
bentuk wanprestasi pada KJKS Al-Marwah antara lain dikarenakan nasabah 
tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah di sepakati di awal, dalam 
hal ini nasabah tidak membayar angsuran hingga beberapa waktu, tidak 
membayar sama sekali, dan bahkan ada juga nasabah yang keluar dari 
pekerjaannya sebagai karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya kemudian 
menghilang. Faktor penyebab wanprestasi pada KJKS Al-Marwah dikarenakan 
anggota yang mempunyai pembiayaan dalam keaadan sedang tidak bekerja dan 
ada juga yang sebenernya mampu tapi menunda pembayaran karena tidak 
memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan. Kedua yaitu solusi 
yang ditempuh pihak KJKS dalam hal ini ialah memberikan perpanjang waktu 
pembayaran dan keringanan angsuran bagi nasabah yang mempunyai itikad 
baik menyelesaikan pembiayaan, bagi nasabah yang benar-benar tidak 
memiliki itikad baik oleh KJKS dibiarkan dan menunggu anggota tersebut 
memiliki itikad baik kembali. Yang ketiga yaitu analisis hukum islam menurut 
sadd al-dhari>’ah  solusi penyelesaian dengan cara dibiarkan tidaklah 
diperbolehkan karena akan menimbulkan kemafsadatan secara qat’i sebab akan 
merugikan pihak KJKS dan anggota lainnya. Pun menurut perdata, tidak 
dibenarkan sebab seseorang yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan 
sanksi sebagaimana sanksi wanpresati yaitu pasal 1243 KUH Perdata. 
Adapun saran yaitu pihak KJKS Al Marwah harus lebih tegas dalam 
menganalisis kelayakan anggota yang tidak memenuhi syarat dalam proses 
pengajuan pembiayaan serta lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan yang 
ada dalam realisasi pembiayaan.  
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A. Latar Belakang 
Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia 
seluruhnya yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya 
diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi juga untuk semua umat 
manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam adalah rahmat 
bagi alam semesta. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga 
dan melindungi alam sekitarnya. Setiap manusia wajib untuk menjaga dan 
melestarikan alam beserta isinya. Manusia harus memelihara alam, dan 
dilarang menimbulkan kerusakan di bumi.1 
Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan 
ajaran Islam dapat dilihat dari aspek yang diatur dalam Islam, Islam 
mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, diantaranya 
dari aspek spiritual dan aspek muamalah. Muamalah merupakan hukum-
hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci 
yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal 
persoalan ekonomi.2 
Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia akhir-akhir 
ini mengalami pertumbuhan secara cepat, terhitung sejak pertama kali 
berdirinya Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 
                                                          
1 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011), 6. 
2 Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya 
dalam Ekonomi Syari’ah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 6. 
 

































hingga sekarang. Pada dasarnya lembaga keuangan, termasuk Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara 
(intermediary agent) yang menghubungkan antara pihak yang mempunyai 
dana atau pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) dengan pihak 
yang membutuhkan dana (deficit spending unit).3 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dapat dibedakan 
menjadi dua jenis yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga 
Keuangan Syariah Non Bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah bank 
yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip 
syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak 
bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran 
kegiatan usaha ataupun kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan 
syariah.4 
Berbeda dengan lembaga keuangan syariah bank, lembaga keuangan 
syariah non bank adalah lembaga keuangan yang berada di bawah 
pembinaan dan pengawasan Dinas tertentu dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk dari lembaga 
keuangan syariah non bank adalah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang 
kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan 
                                                          
3 Darsono, et al., Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia (Depok: Rajawali 
Press, 2017), 2. 
4 M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis) (Bandung: 
CV Pusaka Setia, 2012), 3. 
 

































sesuai pola bagi hasil (syariah). Salah satu nya adalah KJKS Al-Marwah 
Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.  
Berdirinya KJKS mempunyai peranan yang sangat penting bagi 
masyarakat salah satunnya adalah sebagai wadah untuk membantu 
menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota 
sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi anggota. Hal ini sesuai 
dengan salah satu prinsip syariah yaitu tolong-menolong. Sehingga dengan 
berdirinnya KJKS dapat membantu kemajuan ekonomi masyarakat secara 
umum dan anggota KJKS secara khusus. Sejalan dengan prinsip tersebut 
salah satu bentuk tolong menolong yang ada di KJKS Al-Marwah Masjid 
Nasional Al-Akbar Surabaya adalah dalam bentuk pembiayaan dengan akad 
murabahah. 
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-
pihak yang merupakan deficit unit.5 Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 
9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan  atau 
piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut Undang-Undang No. 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan 
dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 10 
Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 
                                                          
5 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktek (Jakarta: Gama Insani Press, 
200), 195. 
 

































lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut 
dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.6 
 Pembiayaan murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli 
barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.7 Untuk memenuhi 
kebutuhan barang oleh nasabahnya, KJKS membeli barang dari supplier 
sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, 
kemudian KJKS menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan 
memperoleh keuntungan yang disepakati.8  
Menurut ulama mazhab Maliki, sebagaimana dijelaskan oleh A. 
Karim Adiwarman dalam bukunya bahwa, membolehkan biaya-biaya yang 
langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya yang tidak langsung 
terkait dengan transaksi tersebut, namun memberi nilai tambah pada barang 
itu. Mazhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara 
umum timbul dalam suatu transaksi kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri 
karena komponen ini termasuk keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang 
tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen 
biaya. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya secara 
umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak 
membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh 
penjual. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung 
                                                          
6 Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, 
Finance, dan Pegadaani (Yogyakarta:Safiria Insania Press, 2009), 85.  
7Dahlan Siamat, Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan (Jakarta: 
LPFEUI, 2005), 423.  
8Amalia Nuril Hidayati, “Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syari’ah Dalam Perspektif 
Hukum Islam”, dalam Ahkam Jurnal Hukum Islam (Tulungagung: STAIN Tulungagung, Volume 
1, Nomor 2, Desember 2013), 163. 
 

































maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-
biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai 
barang yang dijual.9 
Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/ 
DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai 
murabahah yang terdapat dalam bank syariah. Bahwa dalam rangka 
membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan 
kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas 
murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 
dengan harga yang lebih sebagai laba.10 
Pada KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 
pembiayaan murabahah menjadi salah satu jenis pebiayaan yang banyak 
diminati oleh anggotanya, sehingga dalam hal penyalurannya pihak KJKS 
Al-Marwah harus sangat berhati-hati karena sebuah pembiayaan akan 
mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh KJKS itu sendiri. Sebelum 
pihak KJKS memutuskan untuk menolak atau menerima permohonan 
pembiayaan dari nasabah, terlebih dahulu pihak KJKS harus 
memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan 
yang terdiri dari character (sifat atau karakter nasabah), capacity 
(kemampuan nasabah), capital (besarnya modal yang diperlukan nasabah), 
                                                          
9 A. Karim Adiwarman, Fiqih dan Keuangan Bank Islam: Analisis (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2014), 114. 
10 Fatwa Dewan Syari’ah Nasioanal, No:04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Murabahah. 
 

































condition (keadaan usaha atau  nasabah prospek atau tidak, collateral 
(jaminan atau agunan).11 
Dalam melakukan praktik muamalah, satu hal yang penting adalah 
masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh 
harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-
hari. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan 
antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan 
adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.12  
Akad mempunyai makna umum sebagai pertukaran janji diantara  
dua pihak atau lebih, dan bermakna khusus sebagai komitmen yang 
menghubungkan penawaran dan penerimaan. Akad adalah janji atau 
kontrak, yang bermakna sebagai kewajiban hukum dari salah satu pihak 
kepada pihak lain yang membuat kontrak. Dengan kontrak yang bersepakat 
untuk melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka. Salah 
satu syarat terbentuknya akad adalah terjadinya penyataan kehendak/ 
kesepakatan ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ijab dan 
Qabul adalah bentuk penawaran dan penerimaan/ persetujuan sebagai 
pernyataan kehendak untuk tercapainya kesepakatan. Kesepakatan terjadi 
pada saat ada pertemuan dari dua kehendak yakni penawaran dan 
penerimaan. Apabila telah diterima atau disetujui oleh pihak lainnya, maka 
terjadi penerimaan dan terjadi persesuaian kehendak kedua belah pihak. 
                                                          
11 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 305. 
12 Oni Sahroni dan hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam 
Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 71. 
 

































Dengan tercapainya kesepakatan maka terjadilah akad/kontrak/perjanian. 
Kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara tertulis, dengan cara 
lisan maupun dengan simbul-simbul tertentu. Dengan cara tertulis dapat 
dilakukan dengan membuat akta yang mempunyai kekuatan hukum dalam 
pembuktian.13 
Setiap perjanjian yang dibuat para pihak, maka masing-masing 
pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau 
para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian melahirkan hak 
dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. 
Dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian 
secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat 
sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan masing-masing pihak. 
Apabila dari perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut ada sesuatu 
hal yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka hal ini menimbulkan 
wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak mempunyai 
akibat hukum bagi pihak lainnya, oleh karena itu sangat penting untuk 
memperhatikan sejak kapan seseorang itu dikatakan melakukan 
wanprestasi. Sehingga perlu diperhatikan isi dari perjanjian yang telah 
disepakati dan ditandatangani bersama, apakah dalam perjanjian tersebut 
ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.  
Apabila dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu pemenuhan prestasi, 
maka pemenuhan prestasi harus dilakukan sebelum batas waktu tersebut 
                                                          
13 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4095/3729  
 

































lewat. Tetapi apabila dalam perjanjian tidak dicantumkan tenggang waktu 
pemenuhan prestasinya, maka perlu dilakukan peringatan pada pihak yang 
bersangkutan agar memenuhi.14 Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi 
apabila melakukan tiga hal, antara lain: 
1. Tidak melakukan  prestasi sama sekali.  
2. Melakukan tetapi tidak semestinya.  
3. Dan melakukan tetapi terlambat. 
 Wanprestasi sering sekali menimbulkan konflik walaupun 
perjanjian utang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu 
perjanjian. Sulit jika salah satu pihak ingin menuntut haknya tanpa bukti 
tertulis atas kesepakatan yang diperjanjikan keduanya, misalnya menagih 
pinjaman atau hutang. Dalam perjanjian pembiayaan harus tertulis kapan 
dan dimana perjanjian tersebut dibuat, jumlah nominal yang diperjanjikan 
serta jangka waktu/ jatuh tempo pengembalian baik dengan jaminan 
maupun sanksi/denda. 
 Namun dalam prakteknya walaupun jangka waktu pembayaran telah 
dinyatakan secara pasti, dalam suatu perjanjian tidak jarang jangka waktu 
yang diperjanjikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati 
oleh para pihak, dari sinilah timbul ke khawatiran orang yang berpiutang 
(kreditur) kepada orang yang berhutang (debitur) apabila dalam waktu 
yang diperjanjikan debitur ternyata tidak melunasi pinjamannya. 
                                                          
14 Dominika, Dwi Arya. Dkk, Jurnal : “Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit bank” 
(Universitas Udayana) 
 

































 Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat 
dalam Buku ke-III KUH Per dengan judul Perikatan. Kata perikatan 
mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata “perjanjian”. 
Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 
berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang 
lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya.15  
Perjanjian atau kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH Per, yang 
berbunyi : persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian 
tersebut sah apabila telah memunuhi syarat yang tercantum dalam pasal 
1320 KUH Per yaitu mencapai kesepakatan, kecakapan, adanya obyek 
perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Setiap perjanjian yang sah akan 
mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum dimana para pihak 
harus memenuhi prestasi sesuai yang tercantum dalam perjanjian, 
sedangkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi tersebut akan 
dikatakan wanprestasi. Selain itu apabila pihak debitur tidak memenuhi 
kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 
maka kreditur dapat melakukan penuntutan. Adapun dasar dari penuntutan 
adalah Pasal 1266 KUH Per, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak 
tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut 
pembatalan dimuka hakim. Dengan demikian, wanprestasi ini tidak 
membebaskan debitur dari tanggung jawabnya. 
                                                          
15 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1992), 1. 
 

































 Pada KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 
pembiayaan murabahah hanya diperuntukkan bagi anggota KJKS Al-
Marwah saja. Dimana anggota KJKS Al-Marwah meliputi seluruh 
karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dimana setiap anggota 
yang melakukan pembiayaan di KJKS Al-Marwah pemenuhan prestasi 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu dengan langsung 
memotong gaji bulanan anggota yang di dapat dari gaji bulanan sebagai 
karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Namun dalam hal ini 
terdapat beberapa debitur yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. 
Seperti terdapat beberapa debitur yang melakukan pemenuhan prestasi 
tidak sesuai dengan waktu yang di perjajikan (terlambat), ada juga yang 
hanya memenuhi prestasinya beberapa kali saja tidak sesuai yang di 
perjanjikan di awal, dan bahkan ada juga anggota yang masih mempunyai 
prestasi yang harus dipenuhi tetapi ia keluar dari pekerjaan nya sebagai 
karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 
Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 
mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 
Hukum Islam dan Perdata Terhadap Wanprestasi Pada Akad Murabahah di 
KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”  
B. Identifikasi dan batasan Masalah 
Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Perdata 
terhadap Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Murabahah di KJKS Al-
Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”, peneliti melakukan 
 

































identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan 
kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan 
melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya, kemudian yang dapat diduga 
sebagai masalah.16 Dan pembatasan masalah disini dimaksudkan untuk 
mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak 
menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan 
pembahasan, permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari 
pokok permasalahan yang penulis bahas. Sebagaimana berikut: 
1. Sejarah berdirinya KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar 
Surabaya. 
2. Praktik pembiayaan akad murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid 
Nasional Al-Akbar Surabaya. 
3. Prosedur akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid 
Nasional Al-Akbar Surabaya. 
4. Masih banyaknya nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 
dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar 
hutangnya. 
5. Wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah. 
6. Solusi untuk menyelesaikan wanprestasi. 
7. Prespektif hukum Islam terhadap wanprestasi pada akad pembiayaan 
murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 
                                                          
16 Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi (Surabaya: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 
2017), 8. 
 

































8. Prespektif hukum perdata terhadap wanprestasi pada akad pembiayaan 
murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.  
Dari beberapa identifikasi masalah yang dipaparkan, penulis akan 
menjelaskan batasan dan ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam 
penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan masalah dalam 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bentuk-bentuk wanprestasi dan faktor-faktor yang menyebakan 
wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah 
Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 
2. Solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi pada akad 
pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-
Akbar Surabaya. 
3. Analisis Hukum Islam dan Perdata terhadap solusi penyelesaian 
wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah 
Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 
 
C. Rumusan Masalah  
Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji 
dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :  
1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dan faktor apa yang 
menyebabkan wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS 
Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ? 
2. Bagaimana solusi yang ditempuh pihak KJKS Al-Marwah untuk 
menyelesaikan wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah? 
 

































3. Bagaimana analisis hukum Islam dan perdata terhadap penyelesaian 
wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah  di KJKS Al-Marwah 
Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ? 
 
D. Kajian Pustaka  
Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. 
Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus 
dijelaskan.17  
Setelah melakukan kajian pustaka, penulis menjumpai hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai 
sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu 
sebagai berikut: 
1. Skripsi dari saudari Nikmatul Maghfiroh tentang “Wanprestasi Pada 
Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Prespektif Hukum Islam”.18 
Pada skripsi ini terdapat persamaan penelitian yaitu terletak pada 
obyek penelitian yakni Wanprestasi. Sedangkan perbedaaanya terletak 
pada pisau analisis dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan 
Analisis Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini penulis tidak 
                                                          
17 Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi (Surabaya: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 
2017), 8. 
18 Nikmatul Maghfiroh, “Wanprestasi Pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Prespektif Hukum 
Islam” (Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan) (Skripsi--UIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2017).  
 

































hanya menggunakan pisau analisis hukum Islam melainkan juga 
menggunakan pisau analisis Perdata. 
2. Skripsi dari saudari Nur Fatmawati tentang “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman (Studi 
Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu Purworejo)”19 
Pada skripsi ini kesamaan terletak pada pembahasan yakni 
sama-sama membahas tentang wanprestasi, hanya saja perbedaan nya 
terletak pada pisau analisis yang digunakan pada penelitian yang 
penulis tulis lebih menekankan pada Hukum Islam dan juga perdata, 
sedang pada penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum Islam 
saja. 
3. Skripsi dari saudari Siti Yulinengsih tentang “Penyelesaian 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada 
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera di Teluk 
Belitung”.20 
Pada Skripsi ini kesamaan terletak hanya pada pembahasan 
yakni wanprestasi. Sedangkan perbedaannya skripsi terdahulu 
membahas tentang penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia. 
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bukan membahas jaminan 
fidusia. 
 
                                                          
19 Nur Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian 
Pinjaman (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu Purworejo)”  (Skripsi--UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2017). 
20 Siti Yulinegsih, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia 
Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Bintung” (Skripsi--UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013). 
 

































E. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang 
merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. 
Tujuan itu dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk 
memecahkan masalah Berdasarkan rumusan masalah.21 Adapun tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dan faktor apa yang 
menyebabkan wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah  di KJKS 
Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 
2. Untuk mengetahui solusi yang ditempuh KJKS Al-Marwah dalam 
menghadapi wanprestasi. 
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Perdata terhadap 
penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS 
Al-Marwah masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini 
dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, 
sebagai berikut : 
1. Aspek Keilmuan (Teoritis) 
a. Sebagai upaya menambah dan memperkaya keilmuan, khususnya 
mengenai wanprestasi dalam analisis hukum Islam dan hukum 
perdata. 
                                                          
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 40. 
 

































b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 
berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan 
wanprestasi pada suatu akad. 
2. Aspek Terapan (Praktis) 
Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi 
bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan wanprestasi yang 
dapat merugikan dan mendatangkan kemudharatan bagi orang lain. 
 
G. Definisi Operasional 
Dari judul yang dipaparkan di atas, maka perlu kiranya penulis 
untuk mendefinisikan judul tersebut secara jelas dan gamblang agar tidak 
terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul ini, definisi operasional 
dari judul di atas adalah sebagai berikut : 
Hukum Islam Adalah seperangkat aturan-aturan atau norma- 
 norma yang mengatur tingkah laku manusia di 
 masyarakat berdasarkan sumber ajaran syariat  
 Islam yaitu Al-Qur’an, as-Sunnah, hadits dan  
 pendapat ulama. Dalam skripsi ini yang dimaksud  
 murabahah dan sadd ad-dhari>’ah.22 
Hukum Perdata Adalah menurut Pasal 1234 yang berbunyi 
“perikatan ditunjukan untuk memberikan sesuatu, 
untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. 
                                                          
22 Haryono, “Sumber Hukum Islam” , dalam https://haryono10182.wordpress.com/sumber-
hukumislam/, diakses pada 3 April 2018. 
 

































 Wanprestasi   adalah Sama sekali tidak memenuhi Prestasi,  
    Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat  
   memenuhi prestasi, Melakukan apa yang dalam  
    perjanjian dilarang untuk dilakukan. 
 
H. Metode Penelitian 
Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai: 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan 
gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan diteliti yakni Wanprestasi pada akad 
pembiayaan murabahah  di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-
Akbar Surabaya.23 
2. Sifat Penelitian  
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada 
saat tertentu secara objektif,24 guna mendeskripsikan Wanprestasi pada 
akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-
Akbar Surabaya sebagaimana adanya, kemudian menganalisis 
                                                          
23 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 18. 
24 Suratman et al, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015) 53. 
 

































berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur yang ada 
kaitannya dengan permasalahan tersebut. 
3. Data yang Dikumpulkan. 
Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu untuk 
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan 
permasalahan diatas, maka data yang akan dikumpulkan berupa data 
primer dan data skunder. 
a. Data primer adalah data yang memuat informasi tentang 
Pembiayaan dan Wanprestasi, meliputi: 
1) Data mengenai bentuk-bentuk dan faktor penyebab 
wanprestasi. 
2) Data mengenai solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan 
wanprestasi. 
b. Data skunder adalah data pendukung dari data primer yang 
diperoleh dari beberapa literatur.  
1) Data profil KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar 
Surabaya.  
2) Data tentang teori murabahah dan sadd ad-dhari>’ah. 
4. Sumber Data 
Sumber data adalah sumber darimana data akan digali, baik primer 
maupun skunder. Sumber tersebut dapat berupa orang, dokumen, 
pustaka (hanya referensi yang digunakan untuk bab 3), barang, keadaan 
atau lainnya. Sumber data berisi tentang uraian dimana data diperoleh 
berdasarkan karakteristik dan klarifikasi yang dibutuhkan dalam 
 

































penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 
sumber data yaitu: 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah sumber data yang bersumber dari 
lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari 
subyek penelitian atau melalui penyebaran kuisioner.25 Dalam 
penelitian ini sumber data diperoleh langsung dengan melakukan 
wawancara kepada staf atau karyawan KJKS Al-Marwah Masjid 
Nasional Al-Akbar Surabaya. 
b. Sumber Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 
atau sumber sekunder.26 Sumber ini merupakan sumber yang 
bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan 
memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-
sumber data primer. 
1) Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya 
2) Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah 
3) Ismail, Perbankkan Syariah 
4) Oni Sahroni, Ushul Fiqih Muamalah  
5) Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqih   
6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
7) Profil KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 
                                                          
25 Ibid., 
26 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 
126. 
 

































5. Teknik Pengumpulan data  
 Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan judul penelitian, 
maka dalam penngumpulan data penulis menggunakan beberapa 
metode, sebagaimana berikut: 
a. Observasi 
  Observasi merupakan pengumpulan data penelitian melalui 
pengamatan dan pengindraan.27 Penulis dalam penelitian ini 
mengamati dan mencatat permasalahan terkait wanprestasi pada 
akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional 
Al-Akbar Surabaya. 
b. Wawancara 
  Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap 
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau  
keterangan.28 Pada wawancara ini yang terpenting adalah memilih 
orang-orang yang tepat dan meiliki pengetahuan tentang hal-hal 
yang ingin diketahui. Dalam praktiknya peneliti melakukan 
wawancara yang bersifat struktural yaitu sebelumnya penulis 
menyiapkan daftar pertanyaan yang spesifik dan berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan langsung dengan 
staf  atau karyawan KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar 
                                                          
27 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 62. 
28 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83. 
 

































Surabaya dan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah 
yaitu:  
1) Pihak KJKS Al-Marwah  
a. H. Dipo Sujayantoro selaku Manager 
b. Rofiana Riska, SE selaku Chasier 
c. Ika Agustina, SE selaku Accounting 
2) Pihak Anggota 
a. Jarwo selaku anggota 
b. Sumarno selaku anggota  
c. Ningsih selaku anggota 
d. Agung selaku anggota 
c. Dokumentasi 
  Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu sumber 
untuk memperoleh data baik dari buku atau bahan lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian yang pernah dilakukan.29 Metode 
dokumentasi  ini akan penulis gunakan untuk memperoleh dokumen 
dokumen yang terkait dengan pembiayaan murabahah, meliputi 
kontrak peerjanjian pembiayaan murabahah. 
6. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lapangan maupun pustaka kemudian 
dikumpulkan dan dilakukan analisis data secara kualitatif melalui 
pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, adalah metode 
                                                          
29 Soerdjono Soekamto, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 201 
 

































yang digunakan  dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang 
bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum yaitu 
kesimpulan ditarik dari sekumpulan  fakta peristiwa atau pernyataan 
yang bersifat umum.30 
 
I. Sistematika Pembahasan  
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai skripsi ini serta 
agar memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, 
disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima 
bab sebagai berikut: 
Bab pertama, pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang 
pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar 
penulisan skripsi, meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, 
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua, memuat tentang landasan teori, dalam bab ini penulis 
akan menjelaskan mengenai landasan teori konsep umum hukum Islam 
tentang akad murabahah, Sadd Al-dhari>’ah, dan wanprestasi.  
Bab ketiga, berisi tentang deskripsi data penelitian yang terdiri dari 
gambaran umum KJKS Al-Marwah, sistem pelaksanaan pembiayaan 
murabahah, bentuk-bentuk wanprestasi, faktor-faktor penyembab 
                                                          
30 Ibid., 196. 
 

































wanprestasi, dan solusi penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan 
murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.     
Bab keempat, pada bab ini penulis akan mejelaskan bagaimana 
analisis hukum Islam dan perdata terhadap solusi penyelesaian wanprestasi 
pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional 
Al-Akbar Surabaya. 
Bab kelima, penutup, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan 
dan saran. Kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan 
saran terdiri dari masukan dari penulis terkait dengan penelitian mengenai 
wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid 
Nasional Al-Akbar Surabaya.  
  
 


































KONSEP AKAD MURABAHAH, SADD AL-DHARI<’AH, DAN 
WANPRESTASI  
 
A. Akad Murabahah  
1. Pengertian Murabahah  
 Murabahah berasal dari Bahasa Arab yaitu bentuk mashdar dari 
kalimat ribhun yang berarti ziya>dah (tambahan). Secara istilah 
murabahah diartikan sebagai jual beli barang dengan harga yang 
didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu.31 
 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah di dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional tersebut dijelaskan  bahwa Bank membiayai sebagian atau 
seluruh harga dari pembelian barang yang telah disepakati 
kualifikasinya dengan cara Bank membelikan barang yang diperlukan 
nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian tersebut harus sah dan 
bebas riba. Kemudian pihak Bank harus menyampaikan semua hal yang 
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara 
utang. Selanjutnya pihak Bank menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambaha dengan 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur 
harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang  
                                                          
31 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 83. 
 

































 Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli 
tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan 
biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat 
keuntungan (margin) yang diinginkan.33 
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 
Penjelasan Pasal 19 huruf d, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad 
pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.34 
 Menurut Syafi’i Antonio murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus 
memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 
sebagai tambahannya.35 
 Dari beberapa macam pengertian di atas, dapat diketahui bahwa murabahah 
merupakan jual beli suatu barang di mana harga jual barang tersebut di dasarkan pada 
harga pembelian awal barang dan ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati 
oleh penjual dan pembeli. Pada murabahah pembayaran dapat dilakukan secara cicil 
atau tunai sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua pihak. 
2. Dasar Hukum Murabahah 
Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini 
berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur’an dan Fatwa Dewan Syariah 
                                                          
32 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009 ), 96-98. 
33 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 81. 
34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
35 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101. 
 

































Nasional (DSN). Berikut adalah dalil tentang diperbolehkannya Murabahah yaitu 
sebagai berikut : 
a. QS. An-Nisa (4) : 29 
 
ناُكْم ِِبْلبااِطِل ِإال أاْن تاُكونا ِِتااراًة عاْن ت ارااٍض مِ  الاُكْم ب اي ْ ا الَِّذينا آماُنوا ال َتاُْكُلوا أاْموا ْنُكْم واالا َيا أاي ُّها
انا ِبُكْم راِحيًما  ُكْم ِإنَّ اَّللَّا كا  ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفسا
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu”.36 
 Ayat tersebut menjelaskan bahwa praktik jual beli atau perniagaan hendaklah 
dilakukan secara suka sama suka, sehingga tidak ada yang dirugikan dari salah satu 
pihak dan ayat ini juga menjelaskan bahwa dengan prinsip suka sama suka akan 
menghindarkan manusia dari hal yang tidak disukai Allah. 
b. Fatwa DSN-MUI 
Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 
3. Rukun dan Syarat Murabahah 
a. Rukun Murabahah 
Adapun Rukun dari murabahah ada lima yaitu sebagai berikut: 
a) Penjual (Bai’)  
                                                          
36 Departemen Agama RI, Al - Quran dan Terjemahnya  (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 83 
 

































 Penjual sendiri dalam kegiatan jual beli disini adalah pihak yang memiliki 
objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi perbankan syariah, 
maka pihak penjual ( bai ) adalah bank syariah.  
b) Pembeli (mushtari) 
Pembeli sendiri dalam kegiatan jual beli disini Merupakan pihak yang ingin 
memperoleh barang yang diharapkan, dengan membeyar sejumlah uang 
tertentu yang diharapkan, dengan membeyar sejumlah uang tertentu kepada 
penjual (bai’). Pembeli dalam alikasi bank syariah adalah nasabah.  
c)  Objek/Barang (Ma>bi) 
Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. 
Objek ini harus ada fisiknya. 
d) Harga (Tsaman) 
Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang 
disepakati antara penjual dan pembeli 
e) Ijab Kabul (Shi>ghat) 
Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang 
diperjual belikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan 
untuk ditanda tangani oleh penjual dan pembeli.37 
Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, berikut: 
- Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, dalam arti, ijab dan qabul 
yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan juga maksud 
dalam bertransaksi.  
                                                          
37 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: kencana, 2011), 136- 137. 
 

































- Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul . Terdapat kesesuian antara ijab 
dan qabul dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat 
kesamaan pada keduannya tentang kesepatan, maksud, dan objek 
transaksi. Dan jika masih tidak terdapat kesesuaian, maka akad 
dinyatakan batal. 
- Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan nyambung), 
yakni ijab  dan qabul dilakukan dalam satu majlis.38 
b. Syarat Murabahah 
a) Pihak yang berakad 
pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk 
melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum, berakal, dan 
baligh. Serta suka rela, tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah 
tekanan atau ancaman.   
b) Objek jual beli 
1. Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan 
baranag yang akan dijual. Bila barang belum ada dan masih akan diadakan, 
maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, 
spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya).  
2. Barabf yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan 
bukti kepemilikan.  
3. Barang yang diperjual belikan merupakan barang berwujud. 
4. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal. 
                                                          
38 Ismail Nawawi, Fiqh Mu’amala Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosia l (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 160. 
 

































c) Harga  
1. Harga yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan 
margin keuntungan. 
2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.  
3. Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama 
antara penjual dan pembeli. 
4. Jenis Pembiayaan Akad Murabahah 
Pembiayaan akad murabahah dibagi menjadi dua jenis, antara lain:  
a. Murabahah dengan Pesanan 
 Murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada 
pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau 
tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat 
mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat 
membatalkan pesanannya.39 
b. Murabahah tanpa pesanan 
 Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah bai’ sebagai penjual 
menyediakan barang yang akan diperjualbelikan. Persediaan barang ini dilakukan 
tanpa memperhatikan ada musytari yang membeli atau tidak, sehingga proses 
pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan.40 
Jadi penyediaan barang pada murabahah tanpa pesanan ini tidak dipengaruhi oleh 
ada tidaknya pembeli. 
                                                          
39 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 177. 
40 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah (Yogyakarta: Nuha Medika, 
2012), 57. 
 

































5. Cara Pembayaran Pembiayaan Akad Murabahah 
 Cara pembayaran akad ini bisa dilakukan dengan dua cara, pertama dengan 
pembayaran secara tunai dan yang kedua dengan cara tangguh atau angsuran. Tetapi 
pada umumnya cara pembayaran ini dilakukan dengan cara angsuran, hal tersebut 
karena lebih meringankan nasabah dalam melakukan pembayaran. Berikut 
penjelasannya:41 
a. Murabahah Tunai 
Murabahah tunai adalah murabahah dengan cara pembayaran sekaligus sesuai 
dengan harga barang yang telah disepakati keduanya. 
b. Murabahah Tangguh 
Murabahah tangguh adalah murabahah dengan cara pembayaran dilakukan secara 
tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya. 
6. Manfaat Pembiayaan Akad Murabahah 
Pembiayaan akad murabahah memiliki beberapa manfaat diantara nya 
a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual (bai’) 
dengan harga jual kepada pembeli (musytari’).   
b. Sistem murabahah sangat sederhana, sehingga memudahkan penanganan 
administrasinya di bank syariah.42  
Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, akad pembiayaan murabahah ini juga 
berguna bagi nasabah (musytari’) yang sedang membutuhkan barang yang cara 
pembayaran dari akad ini dapat dilakukan dengan angsuran/cicilan. Kelebihan dari 
                                                          
41 Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Andi, 2015), 
148. 
42 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 188. 
 

































akad ini yaitu nasabah dapat mengetahui harga pokok pembelian barang dan 
keuntungan penjual (bai’). 
B. Sadd Al-Dhari>’ah 
1. Pengertian  
Sadd Al-Dhari>ah secara bahasa berasal dari kata “sad”  yang berarti menutup 
dan “Al-Dhari>’ah”  yang berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan, dengan demikian 
sadd al-dhari>’ah secara bahasa diartikan sebagai menutup jalan kepada suatu 
tujuan.43 Sedangkan secara terminologi sadd al-dhari>’ah diartikan sebagai menutup 
jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya 
kerusakan. Dengan kata lain segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas, sarana 
keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada ke mud}aratan hendaklah 
diubah atau dilarang.44 Ash-Shatibi mendefinisikan sadd al-dhari>’ah sebagai :45 
ةٍ  دا ٌة إَلا ماْفسا ُل ِباا ُهوا ماْصلاحا وا سُّ  االت َّ
“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan 
menuju pada suatu kerusakan (kemafshadatan)” 
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sadd al-dhari>’ah adalah perbuatan 
yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir 
dengan suatu kerusakan. Sedangkan ‘Abdul Karim Zaidan  menjelaskan pengertian 
sadd al-dhari>’ah yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau 
kejahatan.46  
                                                          
43 Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenamedia, 2005), 172. 
44 Romli SA, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), 222. 
45  Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 132. 
46 Satria Efendi, Ushul Fiqh..., 172. 
 

































Al-Qurtubi menjelaskan al-dhari>’ah adalah sebuah perbuatan yang secara 
esensial tidak dilarang, namun seseorang dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan yang 
dilarang apabila mengerakan perbuatan tersebut. Artinya adalah seseorang melakukan 
suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu 
kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir kepada suatu kemafsadatan 
(kerusakan).47  
Sebagai gambaran untuk memahami sadd al-dhari>’ah dapat diambil ilustrasi 
dari sebuah pepatah yang mengatakan “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, 
pepatah ini dapat dipahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak 
memerlukan biaya besar berbeda dengan mengobati yang mempunyai resiko lebih 
besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum islam dibagun 
atas dasar menarik maslahat dan menolak mudharat dan untuk mencapai hal tersebut 
dibutuhkan antisipasi dan usaha.48 Dengan demikian definisi sadd al-dhari>’ah adalah 
suatu cara yang dipakai dalam penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang 
dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang akan mendatangkan suatu 
kemafsadatan atau sesuatu yang terlarang. 
Tujuan Penetapan hukum secara sadd al-dhari>’ah ini ialah untuk 
memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya 
kerusakan, atau  terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.49 Nah, hal 
tersebut sesuai dengan tujuan syariat yaitu menetapkan perintah-perintah dan 
menghentikan larangan.  
                                                          
47  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos, 1996), 161. 
48  Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Penada Media Group, 2010), 104. 
49 Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 90. 
 

































2. Kehujaan Sadd Al-Dhari>’ah 
 Dasar hukum sadd al – dhari>’ah adalah Al-Qur’an dan Hadis, berikut 
diantara nash-nash yang menunjukan legalitas sadd al-dzari>’ah adalah :50  
a. Ayat Al-Qur’an (Al-An’am: 108) 
تاُسبُّوا  .....ْاَّللَِّ  ُدونِ  ِمن ياْدُعون ْالَِّذينا  واالا  
“dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 
Allah...” 
 Isi dari ayat tersebut, Allah Swt. Melarang setiap muslim mencaci patung-
patung yang disembah orang musyrik supaya mereka tidak membalas balik dengan 
cacian kepada Allah Swt. 
b. Ayat Al-Qur’an (An-Nur: 21) 
ياْضرِْبنا   ....زِيناِتِهنَّ  ِمن ُُيِْفيا  ماا لِيُ ْعلاما  ِبِاْرُجِلِهنَّ  واالا  
“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan...”51 
 
 Dalam surat ini dijelaskan bahwa wanita menghentakkan kakinya sehingga 
terdengar gemerincing gelang kakinya, tetapi perbuatan itu akan menarik hati laki-
laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang sebagai 
usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah perbuatan zina. 
c. Nabi Muammad Saw. Bersabda  
واِانَّ    نْ  ماعااِصْيهِ  اَّللَِّ  ِِحاى ااالا اما  فاما ْولا  حا عا  اانْ  ِشكُ  يُ وْ  احْلِمىا  حا (عليه متفق) .ِفْيهِ  ي اقا  
                                                          
50 Oni Sahroni, Ushul Fikih Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2018), 186 
51 Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 91. 
 

































“Ketahuilah tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) 
keadaannya. Barang siapa mengembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan 
terjerumus kedalamnya”52 (HR. Al-Bukhori dan Muslim) 
Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat 
mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus 
mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari 
perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang 
mengarah kepada perbuatan maksiat itu. 
3. Kedudukan sadd al-dhari>’ah 
 Sadd al-dhari>’ah merupakan salah satu  metode yang digunakan dalam 
pengambilan keputusan dalam Islam, namun tidak semua ulama sepakat dengan sadd 
al-dhari>‘ah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Ada dua pandangan ulama 
terkait kedudukan sadd al-dhari>’ah : 
a. Mazhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat bahwa sadd al-dhari>’ah bukan sumber 
hukum yang menetapkan hukum. Kedua mazhab ini kemudia menggunakan 
sumber-sumber hukum yang lain, seperti qiyas dan istihsan sebagai sumber hukum 
atas masalah yang berbasis mashlahat. 
b. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa sadd al-dhari>’ah adalah 
sumber hukum yang bisa menetapkan hukum. Perbedaan pendapat ini karena 
beberapa hal, yaitu: 
a) Dalil yang bertentangan satu sama lain. 
                                                          
52 Ibid.., 
 

































b) Perbedaan pandangan terkait bai’ al-inah, Malikiyah dan Hanabilah 
berdalil dengan hadis aisyah, sedangkan Hanafiyah dan Shafi’iyah berdalil 
dengan kurma khaibar. 
c) Nash-nash Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa setiap wasilah itu mengikuti 
ketentuan hukum maqshad-nya. 
d) Hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. 
e) Perbedaan para ulama bahwa tentang yang menjadi rujukan lafadz adalah 
maksud / niat pelaku akad.53 
Menurut para ulama yang rajih adalah pendapat mazhab hanafi dan syafi’ih yang 
berpendapat bahwa sadd al-dhari>’ah bukan sumber hukum yang menetapkan 
hukum dilihat dari aspek naqli lebih kuat dan lebih jelas. Dari aspek aqli karena 
seluruh ketentuan dalam syariat ini memiliki ‘illat dan tujuan. Jika tujuan dan 
maslahat ini di hapus dan tidak berlaku dengan adanya hilah, maka itu bertentangan 
dengan prinsip syariat ini. 54 
4. Metode Penentuan Hukum Sadd Al-Dhari>’ah 
 Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, kareeena ia bisa 
menjadi sarana (adz-zhari>’ah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka 
secara umum hal itu dapat dilihat dari 2 hal, yaitu: 
a. Motiv atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu 
perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang 
                                                          
53 Oni Sahroni, Ushul Fikih Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2018), 187 
54 Ibid., 188 
 

































dihalalkan atau diharamkan.55 Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa 
seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak 3 adalah 
karena sekadar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan 
suami nya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan 
tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara’ yaitu 
demi membina keluarga yang langgeng. 
b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motiv dan niat 
si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan 
adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah. 
Misalnya, masalah pemberian hadiah (grativikasi) yang diawasi oleh komisi 
pemberantasan korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa peristiwa yang 
sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar 
akan mempengharui keputusan atau kebijakannya terhadap si pemberi hadiah 
karena itulah setiap pemberian hadiah (grativikasi) dalam batasan jumlah 
tertentu harus dikembalikan kekas negara oleh pihak komisi pemberantasan 
korupsi.56 
5. Macam-Macam Sadd Al-Dhari>’ah  
 Para ulama membagi sadd al-dhari>’ah berdasarkan dua segi : segi kualitas 
kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.  
a. Sadd al-dhari>’ah dari segi kualitas kemafsadatan. 
 Menurut imam Asy}-Syatibi, dari segi ini sadd al-dhari>’ah terbagi dalam 
empat macam: 
                                                          
55 Mufid Mohammad, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 141. 
56 Ibid., 142. 
 

































a) Perbuatan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya: menggali 
sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan 
pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena 
melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. 
b) Perbuatan yang boleh karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya 
menjual makanan yang biasanya tidak mengadung kemafsadatan. 
c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, 
misalnya menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan 
untuk membunuh. 
d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung 
kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, misalnya ba>iy 
al-ajal (jual beli dengan harga lebih tinggi dari harga asal karena tidak 
kontan).57 
b. Sadd al dhari>’ah dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan. 
 Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu 
Qayyim membagi sadd al-dhari>’ah menjadi empat, yaitu: 
a) Sadd al-dhari>’ah yang memang pada dasarnya membawa kepada 
kerusakan seperti minuman yang memabukkan yang membawa kepada 
kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan 
tata keturunan. 
b) Sadd al-dhari>>’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun 
ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti 
                                                          
57 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), 133. 
 

































nikah muhallil, atau tidak sengaja seperti mencaci maki sembahan agama 
lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena 
dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh 
hukumnya. Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya 
mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama 
lain untuk mencaci Allah menjdi terlarang melakukannya. 
c) Sadd al dhari>’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan 
untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang 
mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya 
seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa iddah. 
Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetai dilakukannya berhias itu 
justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaannya 
menjadi lain. 
d) Sadd al-dhari>’ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang 
membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil 
dibanding kebaikannya. Seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.58 
 
C. Wanprestasi 
1. Pengertian Wanprestasi 
 Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari 
debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan 
                                                          
58 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Logos, 2001), 402. 
 

































terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. 
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu berarti prestasi buruk.59   
 Pada pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah 
untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu” yang dalam hal 
tersebut sering disebut prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh 
debitur dalam setiap perikatan.60 
 Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealphaan) seorang debitur 
dapat berupa empat jenis yaitu : 
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan 
 Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan 
kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. 
Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, 
apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai sehingga 
“terlambat”dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi 
tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.61 
 Suatu perjanjanian dapat terlaksasna dengan baik apabila para pihak telah 
memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak 
                                                          
59 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan (Jakarta: Penamedia Grup, 2014), 81. 
60 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,1991), 201. 
61 Yahman, Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan.., 83. 
 

































yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik 
karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal 1238 
KUHPerdata menyatakan “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintan, 
atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, 
bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 
Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan 
kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti 
yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.62 
2. P\enyebab Terjadinya Wanprestasi 
Wanprestasi terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut : 
a) Adanya kelalaian debitur (Nasabah) 
Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur 
kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana 
seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau 
sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian 
debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak 
dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu: 
- Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.  
- Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.  
- Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan. 
b) Karena adanya keadaan memaksa (Overmacth/Force Majure) 
                                                          
62 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), 120. 
 

































Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak 
debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana 
tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat 
perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena 
keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai 
berikut: 
- Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang 
menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap. 
- Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi 
perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara. 
- Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu 
membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena 
kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.63 
3. Akibat Wanprestasi 
Ada empat akibat yang timbul dari adanya wanprestasi, antara lain : 
a) Perikatan tetap ada. Kreditur dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan 
prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur 
berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatannya melaksanakan prestasi. 
Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur 
melaksanakan prestasi tepat pada waktunya. 
b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur ( Pasal 1243 KUH Perdata)  
                                                          
63 https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html 
 

































c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 
debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari 
pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan  untuk berpegang pada 
keadaan memaksa.  
d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 
diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 





                                                          
64 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 99. 
 


































TIMBULNYA WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS 
AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA 
A. Gambaran Umum KJKS Al-Marwah 
1. Sejarah KJKS Al-Marwah  
 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Marwah merupakan salah satu 
koperasi yang berada di kawasan masjid nasional, yaitu Masjid Nasional Al-Akbar 
yang terletak di Kota Surabaya. Koperasi ini mulai didirikan pertama kali oleh H. Ach. 
Nasikun, S.IP, sehingga dapat dikatakan sebagai perintis pertama didirikannya sebuah 
koperasi dibawah naungan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.  
 Pada awal dikukuhkannnya berdaasrkan SK Dirut MAS No. 
525/I/01451/XII/2006, koperasi yang sekarang bernama KJKS Al-Marwah ini bermula 
dari sebuah koperasi yang bernama “Koperasi Karyawan Masjid Nasional Al-Akbar 
Surabaya (KKM)” pada tahun 2006. Seiring berkembangnya KKM Al-Akbar Surabaya 
ini, tepatnya pada tahun 2012 berdasarkan akta notaris Kusrini Purwijanti, S.H. No. 83 
pada tanggal 22 Juni 2012 KKM Al-Akbar Surabaya berubah menjadi “Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Al-Marwah (KJKS)” sampai sekarang.65 
 Pada tahun pertama KJKS Al-Marwah dikukuhkan yaitu tahun 2006 sampai 
dengan tahun 2009, KJKS Al-Marwah yang masih menjadi KKM Al-Akbar ini 
memiliki anggota yang berjumlah 97 orang. Setiap tahunnya koperasi ini mengalami 
                                                          
65 Dokumen KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya  
 

































peningkatan yang tidak begitu tinggi dalam jumlah anggotanya. Oleh sebab 
itu pada tahun 2016, koperasi ini tercatat memiliki anggota koperasi 
sebanyak 205 orang, pada tahun 2017 naik menajdi 220 dan pada tahun 
2018 sampai bulan September tercatat yang menjadi anggota koperasi 
sebanyak 229 orang. Jumlah anggota koperasi tidak selalu sama, ada yang 
masuk menjadi anggota baru dan adapula  
anggota yang keluar atau tidak aktif lagi dari kenggotaan koperasi.66 
 KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar ini bertujuan sebagai 
wadah untuk kesejahteraan bagi anggotanya yang kegiatan usaha 
pertamanya adalah unit simpan pinjam yang bertujuan membantu karyawan 
masjid untuk memenuhi kebutuhan materi. Tidak hanya itu, untuk dapat 
meluaskan usahanya demi meningkatkan pelayanan untuk karyawan, 
masyarakat, jama’ah Masjid Nasional Al-Akbar dan pengunjung, didirikan 
unit toko dan kantin yang terletak di basement dan menara masjid.67 
2. Visi dan Misi KJKS Al-Marwah 
 KJKS Al-Marwah memiliki visi misi yang mana visi ini sebagai 
tujuan di masa depan dan misi sebagai hal-hal yang harus dikerjakan untuk 
mencapai visi atau tujuan itu. Adapun visi dan misi KJKS Al-Marwah 
Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, antara lain: 
 
                                                          
66 Ika Agustina, Wawancara, Accounting, Surabaya, 28 November 2019. 
67 Ibid  
 





































Menjadikan koperasi jasa keuangan syariah berbasis masjid dan 
memberi solusi dalam pemberdayaan usaha secara berkelanjutan 
dengan berdasar prinsip tata kelola yang baik.68  
b. Misi 
1) Memakmurkan masjid dengan meningkatkan jasa keuangan syariah 
dalam meningkatkan akses pemodalan bagi para anggota. 
2) Menciptakan lapangan kerja untuk memperdayakan ekonomi 
masyarakat. 
3) Menjadi jasa keuangan syariah yang sehat kuat dan terpercaya 
4) Berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota.69  
3. Produk-Produk KJKS Al-Marwah  
1) Produk Pendanaan 
Produk pendanaan ini melayani simpan pinjam yang dapat dilakukan 
oleh nasabah KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 
Simpanan tersebut meliputi:70 
a. Simpanan Pokok 
                                                          
68  Laporan Pertanggung Jawaban Pengurusan dan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Al 
Marwah” Tahun Buku 2018, 3. 
69 Ibid. 
70 Ahmad Fauzi, Wawancara , Surabaya, 28 November 2019. 
 

































Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan 
oleh anggota kepada koperasi syariah pada saat masuk menjadi 
anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama 
yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi syariah. 
Simpanan pokok jumlahnya sama seiap anggota, yaitu sebesar Rp. 
200.000 (dua ratus ribu rupiah). 
b. Simpanan Wajib  
Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan 
oleh anggota kepada koperasi syariah dalam waktu dan 
kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah 
simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Besaran simpanan 
wajib pada KJKS Al-Marwah ini adalah Rp. 30.000 (tiga puluh 
ribu rupiah). Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama 
yang bersangkutan masih menjadi anggota KJKS Al-Marwah. 
2) Produk Usaha Dagang  
Usaha dagang ini melayani semua orang baik anggota KJKS Al-
Marwah, masyarakat maupun pengunjung Masjid Al-Akbar Surabaya. 
Berikut beberapa usaha yang ada:71 
a. Kantin Dalam (Basement)  
Terletak di sebelah minimarket yang dikelola oleh Luluk Lutviana. 
Kantin ini menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. 
                                                          
71 Ibid 
 

































b. Kantin Menara  
Terletak di menara Majid Al-Akbar Surabaya yang dikelola oleh 
Yatik. Kantin ini menyediakan berbagai macam snack dan 
minuman. 
c. Minimarket 
Terletak di sebelah KJKS Al-Marwah yang dikelola oleh H. 
Untung Siswadi. Minimarket ini selain menyediakan berbagai 
macam snack dan minuman juga menyediakan ATK (Alat Tulis 
Kantor)   
d. Sewa Meja dan Panggung  
Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-Marwah 
3.1 Daftar Harga Persewaan 
 
 
e. Produk Usaha Infaq Sendal  
Penitipan sandal bagi pengunjung Masjid Al-Akbar Surabaya 
dengan biaya seikhlasnya.72 
                                                          
72 Ibid 
No. Jenis Peralatan Harga 
1. Meja Makan Uk. 120 cm x 220 cm Rp. 17.000,- 
2. Meja Joglo Uk. 90 cm x 180 cm  Rp. 15.000,- 
3. Meja Bulat Rp. 15.000,- 
4. Panggung Uk. 6 m x 9 m Rp. 900.000,- 
 

































3) Produk Pembiayaan  
Produk pembiayaan yang dimiliki oleh KJKS Al-Marwah ini hanya 
berupa akad pembiayaan murabahah saja. Pembiayaan ini melayani 
jual beli barang  dengan menyatakan harga pokok yang diketahui oleh 
pembeli dan keuntungan (margin) bagi pihak KJKS.73 
 
B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Akad Pembiayaan Murabahah  di KJKS 
Al-Marwah 
Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, KJKS Al-Marwah 
mempunyai persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah dan prosedur yang 
harus dilakukan sebelum nasabah mengajukan pembiayaan murabahah, adapun 
persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut:  
a. Persyaratan 
Pengajuan akad pembiayaan murabahah ini tidak semua nasabah dapat 
melakukannya, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah agar 
dapat melakukan pengajuan pembiayaan:74 
a) Anggota KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.  
b) Minimal 6 bulan menjadi anggota KJKS Al-Marwah Masjid Nasional 
Al-Akbar Surabaya.  
                                                          
73 Ibid 
74 Brosur persyaratan KJKS al-marwah  
 

































c) Maksimum pinjaman disesuaikan dengan besarnya total simpanan 
anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib.  
d) Anggota yang masih mempunyai pinjaman tidak boleh mengajukan 
pinjaman lagi kecuali melakukan pelunasan dini.  
Dari penjelasan yang ada di atas, dapat diketahui bahwa yang bisa 
mengajukan akad pembiayaan murabahah  di KJKS Al-Marwah adalah 
anggota koperasi saja dan minimal telah menjadi anggota koperasi selama 
6 bulan. Jika bukan anggota koperasi atau telah menjadi anggota tetapi 
kurang dari 6 bulan. maka tidak dapat mengajukan akad pembiayaan 
murabahah. 
b. Prosedur  
Adapun prosedur pengajuan akad pembiayaan murabahah dan praktiknya 
adalah sebagai berikut:  
a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan75 
1). Nasabah datang ke KJKS Al-Marwah menemui bagian pembiayaan 
untuk mendapatkan formulir permohonan akad pembiayaan 
murabahah. 
2). Bagian pembiayaan memberikan petunjuk pengisian formulir 
permohonan akad pembiayaan murabahah. 
                                                          
75  Rofiana Riska, Wawancara , Chasier, Surabaya, 28 November 2019 
 

































3).  Nasabah mengisi formulir permohonan akad pembiayaan 
murabahah yang telah disediakan oleh KJKS Al-Marwah disertai 
dengan melampirkan syarat kelengkapan lainnya berupa:  
- Foto copy KTP suami istri 1 lembar  
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar  
- Foto copy buku nikah 1 lembar  
- Foto copy BPKB/STNK/sertifikat tanah/rumah  
- Slip gaji tiga bulan terakhir  
- Jaminan berupa BPKB motor/mobil, sertifikat rumah/tanah bila 
pembiayaan ≥ Rp. 7.000.000 
- Bagian pembiayaan memeriksa persyaratan dan melakukan 
wawancara dengan nasabah 
b. Prosedur Setelah Pengajuan Pembiayaan76 
1) Bagian pembiayaan memeriksa kembali kelengkapan dari formulir 
permohonan akad pembiayaan murabahahdan syarat-syarat lainnya, 
lalu berkas tersebut diserahkan kepada atasan nasabah dan kepada 
suami/istri nasabah untuk di tandatangani. 
2) Nasabah menyerahkan kembali formulir permohonan akad 
pembiayaan murabahah yang sudah di tandatangani oleh atasan nasabah 
dan suami/istri nasabah ke bagian pembiayaan. 
                                                          
76 Ibid.  
 

































3) Bagian pembiayaan menyerahkan formulir permohonan akad 
pembiayaan murabahah kepada pengelola unit pembiayaan untuk di 
tandatangani. 
c. Analisis Penilaian Pembiayaan77 
Ketika nasabah melakukan pengajuan permohonan akad 
pembiayaan murabahah, maka pihak KJKS Al-Marwah akan menilai 
terlebih dahulu nasabah tersebut. Dari penilaian itu nantinya dapat 
diketahui apakah nasabah tersebut layak/tidak layak untuk 
mendapatkan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir 
resiko yang akan timbul dikemudian hari. Adapun analisis penilaian 
pembiayaannya adalah sebagai berikut : 
 
 
Setelah diketahui jumlah pembiayaan tersebut, selanjutnya 
menentukan berapa lama waktu angsuran yang akan dilakukan, margin 
dan jumlah angsuran setiap minggu/bulan. Jika jumlah pembiayaan 
yang dapat dilakukan kurang dari jumlah pembiayaan yang diinginkan 
oleh nasabah, maka nasabah tidak mendapatkan jumlah pembiayaan 
sesuai keinginnannya. Kecuali jika nasabah mendapatkan izin dari 
                                                          
77 Ibid. 





































ketua KKM (Koperasi Karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya) 
atau pengelola unit pembiayaan dengan pertimbangan tertentu. 
 
d. Prosedur Setelah Prinsip Penilaian Pembiayaan78 
Setelah dilakukan prinsip penilaian, bagian pembiayaan 
menyerahkan formulir permohonan akad murabahah kepada ketua 
KKM untuk di tandatangani. 
e. Realisasi Pembiayaan79 
1. KJKS Al-Marwah memberitahu nasabah bahwa permohonan 
telah disetujui 
2. Bagian pembiayaan membuat bukti kas keluar yang akan 
ditandatangani oleh manajer, kasir dan penerima pembiayaan 
(nasabah) sebagai bukti pencairan pembiayaan. 
3. Setelah ditandatangi oleh manajer dan kasir, nasabah juga 
melakukan tanda tangan. 
4. Bagian pembiayaan melakukan arsip pembiayaan murabahah 
nasabah.  
5. Nasabah menerima uang dari bagian pembiayaan. 
 
C. Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah di KJKS Al-Marwah 





































1. Bentuk-bentuk wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS 
Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 
KJKS Al-Marwah adalah sebuah lembaga keuangan syariah non 
Bank yang kegiatan operasinalnya berupa menghimpun dana dari 
anggota dan menyalurkannya dengan menggunakan beberapa 
pembiayaan yang di tawarkan. Salah satu pembiayaan yang cukup 
sering digunakan pihak KJKS dalam menyalurkan dananya adalah 
pembiayaan murabahah.  
Pembiayaan murabahah adalah akad penjualan suatu barang 
dengan ditegaskan berapa harga beli barang tersebut dan berapa 
keuntungan yang akan di ambil oleh pihak lembaga, dalam hal ini KJKS 
Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Adanya pembiayaan 
ini sangat membantu masyarakat selaku anggota koperasi sebab 
pembiayaan murabahah menjadi solusi atas kebutuhan anggota yang 
tidak bisa dipenuhi secara singkat, contohnya dalam hal alat-alat rumah 
tangga tidak semua anggota dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara 
cepat sehingga dengan adanya pembiayaan murabahah akan sangat 
membantu anggota. Dalam contoh lain, pembiayaan yang juga sering 
diajukan anggota kepada koperasi yaitu bahan bangunan, dengan 
adanya pembiayaan murabahah anggota akan terbantu dalam 
menyediakan bahan bangunan untuk kebutuhan perbaikan rumah. 
 

































Pada dasarnya wanprestasi terjadi tidak secara tiba-tiba namun 
seringkali didahului oleh tanda-tanda penyimpangan seperti 
keterlambatan pembayaran angsuran yang kemudian menyebabkan 
timbulnya wanprestasi. Nasabah dinyatakan wanprestasi, apabila tidak 
memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam akad. 
Menurut Ibu Rofiana Riska bentuk-bentuk wanprestasi yang 
dilakukan oleh anggota KJKS Al-Marwah anatara lain80 : 
1. Anggota melakukan pembiayaan akad murabahah untuk sebuah 
barang elektronik, ada juga motor, sampai bahan bangunan. 
Akan tetapi ketika sudah direalisasikan anggota tidak memenuhi 
prestasi yang sebagaimana mestinya (terlambat berbulan-bulan) 
2. Anggota melakukan pembiayaan akad murabahah untuk sebuah 
barang elektronik, ada juga motor, sampai bahan bangunan. 
Akan tetapi ketika sudah direalisasikan anggota tidak memenuhi 
prestasi sama sekali. 
3. Adanya anggota yang masih mempunyai prestasi yang harus 
dipenuhi akan tetapi ia keluar dari pekerjaan sebagai karyawan 
Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya sehingga pihak KJKS 
kesusahan dalam menagih prestasi nya.  
                                                          
80 Ibid. 
 

































Berikut beberapa rincian data nasabah wanprestasi dalam tahun 
Januari 2015-Desember 2019 :  
3.2 Data Nasabah Wanprestasi 
 
Selain itu dari wawancara yang dilakukan dapat diidentifikasi 
faktor faktor yang menyebabkan wanprestasi pada akad pembiayaan 
murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 
yaitu sebagai berikut:81  
a. Faktor internal 
1. Adanya kedekatan hubungan antara pengelola dengan anggota; 
dikarenakan antara anggota dan staf atau karyawan koperasi 
saling mengenal. 
2. Kurangnya staf atau Sumber Daya Manusia (SDM);  
Pada KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 
jumlah karyawan atau staf yang bekerja masih belum banyak, 
sehingga dalam proses pengawasan kepada nasabah yang 
mengajukan pembiayaan masih sedikit kesulitan. 
3. Tidak diwajibkan ada nya jaminan dalam proses pembiayaan;
  
                                                          
81 Ibid 
 

































Anggota yang hendak mengajukan pembiayaan murabahah 
tidak diwajibkan atau tidak dipersyaratkan memberikan jaminan 
tambahan, jaminan di wajibkan ketika pembiayaan diatas Rp. 




















24 Bulan Rp. 
7.000.000,- 
14 Bulan  






24 Bulan Rp. 
5.000.000,- 
16 Bulan  








24 bulan Rp. 
7.000.000,- 
24 bulan  




24 Bulan  Rp. 
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7.000.000,- sehingga dalam hal pengajuan pembiayaan anggota 
hanya cukup melengkapi syarat dan mematuhi segala ketentuan 
yang ada dan pembiayaan tersebut sudah dapat di realisasikan.  
Hal senada di ungkapkan oleh Bapak Ahmad Fauzi, 
beliau menegaskan bahwa pada sekalipun pengajuan 
pembiayaan Rp. 7.000.000,- bila nasabah tidak memiliki barang 
untuk dijaminkan maka tidak dijadikan permasalahan 
pembiayaan pun tetap direalisasikan.82  
4. Kurangnya pengawasan yang Monitoring kepada anggota; 
Kurangnya pengawasan dan monitoring juga mengakibatkan 
terjadinya wanprestasi, anggota akan dengan mudah melakukan 
wanprestasi karena dari pihak Koperasi masih kurang dalam 
melakukan pengawasan. Hal ini juga disebabkan karena 
minimnya staf atau karyawan yang ada di KJKS Al-Marwah 
Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 
5. Operasional KJKS yang tergolong baru; 
b. Faktor eksternal 
1. Adanya i’tikad tidak baik dari anggota  
                                                          
82 Ahmad Fauzi, Wawancara, Surabaya, 28 November 2019 










































Anggota memunyai itikad tidak baik dalam hal pelunasan 
pembiayaan, faktor ini juga menjadi penentu terjadinya 
wanpretasi di KJKS Al-Marwah, selain itu karena tidak ada 
jaminan tambahan yang dipersyaratkan semakin memperkuat 
anggota untuk melakukan i’tikad tidak baik. 
2. Kondisi perekonomian yang tidak stabil 
Anggota yang mengajukan pembiayaan dalam kondisi 
perekonomian yang sedang tidak stabil, yang diakibatkan oleh 
pemutusan hubungan kerja, terdapat beberapa anggota KJKS 
yang keluar menjadi karyawan Masjid Nasional Al-Akbar 
Surabaya sehingga menjadi salah satu faktor nasabah 
mengalami wanprestasi. 
3. Besar nya angsuran yang diambil oleh anggota  
Angsuran yang diambil oleh anggota terlalu besar atau jumlah 
pembiayaan terlalu besar dan tidak sesuai dengan penghasilan 
yang diperoleh sehingga ini menjadi faktor terjadinya 
wanprestasi. 
Wanprestasi yang terjadi pada akad pembiayaan 
murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar 
Surabaya terjadi karena adanya anggota koperasi yang tidak 
menjalankan kesepekatan yang telah disepakiti diawal. Ada 
beberapa Anggota yang senggaja tidak mau membayar ada juga 
 

































yang sering telat bayar bahkan ada juga yang kemudian keluar 
menjadi karyawan masjid dan menghilang.  
2. Solusi yang ditempuh pihak KJKS Al-Marwah pada penyelesaian 
wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah.  
Solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi di 
KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya  dilakukan 
dalam beberapa tahapan, menurut Bapak H. Dipo Sujayantoro selaku 
manager KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya 
penyelesaiannya adalah sebagai berikut83 : 
a. Penagihan 
Penagihan ini dilakukan ketika pihak anggota mengalami 
keterlambatan. Keterlambatan ini biasanya masih dalam tahap 
wajar seperti tanggal pembayaran yang sedikit terlambat ataupun 
terlambat selama 1 minggu hingga 1 bulan, dalam hal 
pembayaran angsuran, maka pihak KJKS akan menghubungi 
anggota via SMS dan akan melakukan pendekatan secara 
kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesain 
pembiayaannyan. 
b. Silahturahmi 
Ketika sudah dilakukan penagihan, namun pihak anggota masih 
tetap tidak menyelesaikan kewajibannya maka pihak KJKS Al-
                                                          
83 H. Dipo Sujayantoro, Wawancara, Manager, Surabaya, 17 Desember 2019. 
 

































Marwah akan melakukan silaturahmi dengan mendatangi rumah 
anggota  tujuannya untuk mencari tahu alasan anggota 
mengalami kemacetan dalam pembayaran atau angsuran dan 
menanyakan kapan nasabah sanggup membayar kembali. 
c. Mengirim surat peringatan  
Surat peringatan dikirim ketika diketahui anggota menunda-
nunda pembayaran padahal ia mampu. Dan jika SP telah dikirim 
sampai 3x tidak juga ada itikad baik dari anggota maka pihak 
KJKS akan mendatangi kembali rumah anggota tersebut untuk 
kembali menanyakan kepastian pelunasan. 
d. Perpanjangan waktu pembayaran 
Dalam hal ini pihak KJKS memberikan keringanan dalam jangka 
waktu pelunasan pembiayaan atau dengan kata lain perpanjangan 
waktu. 
e. Peringanan angsuran 
Dalam hal ini bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu pihak 
KJKS menerima berapun jumlah angsuran yg diberikan selama 
anggota tersebut masih memiliki itikad baik untuk 
menyelesaikan angsurannya. 
f. Pembiaran dan menunggu hingga anggota memiliki kesadaran 
untuk menyelesaikan pembiayaannya kembali.84 
                                                          
84 Ibid 
 



































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP SOLUSI 
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN 
MURABAHAH DI KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR 
SURABAYA 
A. Bentuk-bentuk dan faktor penyebab wanprestasi pada KJKS Al-Marwah 
Pembiayaan murabahah pada KJKS Al-Marwah diperuntukkan untuk 
anggota KJKS saja yakni karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk 
keperluan pembelian barang-barang kebutuhan yang secara nyata mempunyai 
manfaat, serta pembelian barang-barang yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan anggota. Namun, pembiayaan murabahah tidak terlepas dari 
adanya resiko, salah satu nya ialah wanprestasi. 
Bentuk-bentuk wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS 
Al-Marwah antara lain : 
1. Anggota melakukan pembiayaa murabahah untuk sebuah barang 
elektronik, ada juga motor, sampai bahan bangunan. Akan tetapi ketika 
sudah direalisasikan anggota tidak memenuhi prestasi yang sebagaimana 
mestinya (terlambat berbulan-bulan). 
 

































2. Anggota melakukan pembiayaan murabahah untuk sebuah barang 
elektronik, ada juga motor, sampai bahan bangunan. Akantetapi ketika 
sudah direalisasikan anggota tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
3. Adanya anggota yang masih mempunyai prestasi yang harus dipenuhi 
akan tetapi ia keluar dari pekerjaan sebagai karyawan Masjid Nasional 
Al-Akbar Surabaya sehingga pihak KJKS kesusahan dalam menagih 
prestasi nya. 
 Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
mengakibatkan terjadinya wanpretasi, faktor-faktor yang menjadi penyebab 
wanpestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah antara lain 
: 
a. Faktor internal, yaitu meliputi adanya kedekatan antara anggota dan staf 
KJKS, tidak diwajibkannya jaminan dalam proses pembiayaan, kurangnya 
monitoring terhadap anggota yang melakukan pembiayaan, serta 
operasional KJKS yang tergolong baru. 
b. Faktor eksternal, yaitu meliputi adanya itikad tidak baik dari anggota, 
prekonomian anggota yang tidak stabil diakibatkan adanya anggota yang 
tidak lagi bekerja, dan besarnya angsuran yang diambil oleh anggota. 
 
B. Solusi yang ditempuh KJKS Al-Marwah untuk menyelesaikan 
wanprestasi yang terjadi pada akad pembiayaan Murabahah.  
 

































Solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi di KJKS Al-
Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dilakukan dalam beberapa 
tahapan : 
a. Penagihan 
Penagihan ini dilakukan ketika pihak anggota mengalami keterlambatan. 
Keterlambatan ini biasanya masih dalam tahap wajar seperti tanggal 
pembayaran yang sedikit terlambat ataupun terlambat selama 1 minggu 
hingga 1 bulan, dalam hal pembayaran angsuran, maka pihak KJKS akan 
menghubungi anggota via SMS dan akan melakukan pendekatan secara 
kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesain 
pembiayaannyan. 
b. Silahturahmi 
Ketika sudah dilakukan penagihan, namun pihak anggota masih tetap 
tidak menyelesaikan kewajibannya maka pihak KJKS Al-Marwah akan 
melakukan silaturahmi dengan mendatangi rumah anggota  tujuannya 
untuk mencari tahu alasan anggota mengalami kemacetan dalam 
pembayaran atau angsuran dan menanyakan kapan nasabah sanggup 
membayar kembali. 
c. Mengirim surat peringatan  
Surat peringatan dikirim ketika diketahui anggota menunda-nunda 
pembayaran padahal ia mampu. Dan jika SP telah dikirim sampai 3x 
tidak juga ada itikad baik dari anggota maka pihak KJKS akan 
 

































mendatangi kembali rumah anggota tersebut untuk kembali menanyakan 
kepastian pelunasan. 
d. Perpanjangan waktu pembayaran 
Dalam hal ini pihak KJKS memberikan keringanan dalam jangka waktu 
pelunasan pembiayaan atau dengan kata lain perpanjangan waktu. 
e. Peringanan angsuran 
Dalam hal ini bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu pihak KJKS 
menerima berapun jumlah angsuran yg diberikan selama anggota 
tersebut masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan angsurannya. 
d. Pembiaran 
Menunggu hingga anggota memiliki kesadaran untuk menyelesaikan 
pembiayaannya kembali. 
 
C. Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Solusi Penyelesaian 
Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah 
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Solusi Penyelesaian Wanprestasi Pada 
Akad Pembiayaan murabahah di KJKS Al Marwah Masjid Nasional Al-
Akbar Surabaya 
 Solusi penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah 
dapat dianalisis menggunakan teori sadd adz dhari’ah.85 Hal ini disebabkan 
                                                          
85 Sadd adz dhari’ah adalah mencegah perbuatan hukum yang pada awalnya diperbolehkan namun 
menjadi  tidak diperbolehkan karena suatu sebab yang dapat menimbulkan kemudharatan. 
 

































adanya kegiatan usaha koperasi yang pada awalnya memberikan 
kemaslahatan karena dalam menjalankannya sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku terutama dalam hal pembiayaan. Namun 
pembiayaan ini menjadi tidak mengandung kemaslahatan ketika ada 
kemudaratan yang ada didalamnya. 
 Pada praktiknya, Pembiayaan murabahah merupakan salah satu 
pembiayaan yang menjadi pilihan bagi anggota KJKS Al-Marwah sebab 
proses pembiayaannya sangat mudah dan tidak memberatkan anggota serta 
dalam hal praktiknya menerapkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. 
Dalam hal praktiknya pembiayaan murabahah tidak terlepas dari adanya 
sebuah resiko dalam hal ini resiko yang dimaksud adalah Wanprestasi. Pada 
saat diketahui nasabah melakukan wanprestasi maka harus ada solusi untuk 
menyelesaikannya agar tidak terjadi kerugian. 
 Pada KJKS Al-Marwah diketahui nasabah yang melakukan 
wanprestasi ada yang sesungguhnya mampu membayar akan tetapi tidak 
mau membayar (menunda), ada juga nasabah yang benar-benar tidak 
mempu membayar dikarenakan sedang tidak bekerja lagi sehingga 
perekonomian menurun. Nah, bagi nasabah yang mampu membayar hutang 
akan tetapi menunda-nunda, telah dilakukan penagihan, silahturahmi, 
hingga surat peringatan. Akan tetapi hal tersebut tidak juga membuat 
nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya. 
Sehingga dari hal tersebut pihak KJKS membiarkan dan menunggu hingga 
 

































anggota tersebut mempunyai itikad baik untuk kembali menyelesaikan 
pembiayaannya.  
 Padahal bagi orang yang mampu membayar hutang akan tetapi 
menunda nya hal tersebut termasuk kezaliman, seperti pada hadist berikut 
ini :   
 ماْطُل اْلغاِنِي ظُْلمُ 
“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) 
adalah kezaliman”86 (HR. Al-Bukhori). 
 Kemudian bagi anggota yang benar-benar dalam keadaan tidak 
mampu membayar oleh sebab tidak bekerja sehingga prekonomian 
menurun, pihak KJKS memberikan perpanjangan jangka waktu 
penyelesaian pembiayaan, dan apabila benar-benar tidak mampu membayar 
sejumlah angsuran yg telah disepakati diawal pihak KJKS memberikan 
keringanan yaitu membayar semampunya hingga pembiayaannya selesai, 
selagi anggota masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan 
pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 
280 yang berbunyi :  
قُ ْوا  دَّ راٍة, واأاْن تاصا ناِظراٌة ِإَلا ماْيسا انا ُذْوُعْسراٍة ف ا ِإْن كا ٌرلاُكم......وا ي ْ خا  
                                                          
86 Badruddin, Kitab Umdah Al Qori Syarah Al Bukhori Muslim (Lebanon: Dar el-Kutub al-ilmiyyah), 
juz 18, 325. 
 

































“...Dan jika (orang berutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah 
tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui...”87 
 Berdasarkan ayat tersebut solusi yang diberikan pihak KJKS Al-
Marwah benar, yaitu memberikan kemudahan bagi nasabah yang benar-
benar tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam hal pelunasan 
pembiayaanya dan memberikan alternatif.  
 Jadi jika solusi yang diberikan oleh KJKS Al-Marwah adalah 
memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan memberi keringanan 
dari segi pembayaran hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi jika dilakukan 
pembiaran terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, tidak 
dibolehkan. Sebab dilihat dari segi kualitas kemafsadatann, maka 
penyelesaian tersebut termasuk kedalam perbuatan yang diperbolehkan 
karena mengandung kemaslahatan bagi  anggota yang benar-benar tidak 
mampu, namun dengan dibiarkan akan menimbulkan adanya kemudharatan 
karena dalam hal pembiaran tersebut tidak hanya nasabah yang benar-benar 
sudah tidak mampu yang dibiarkan melainkan nasabah yang dalam hal 
penyelesian pembiayaannya mempunyai itikad tidak baik. 
 Kemudian jika dilihat dari jenis kemafsadatannya sadd al-
dhari>’ah, termasuk kedalam perbuatan yang membawa kepada 
kemafsadatan, karena solusi penyelesaian wanprestasi tersebut dengan cara 
                                                          
87 Departemen Agama RI, Al - Qur’an dan Terjemahnya..., 47. 
 

































dibiarkan yang kemudian akan merugikan pihak lembaga keuangan yang 
dalam hal ini adalah KJKS Al-Marwah selain itu juga akan menimbulkan 
mental tidak sehat bagi anggota. Tentunya dengan alternatif penyelesaian 
tersebut pihak KJKS akan sedikit kesulitan dalam hal menjaga kesehatan 
lembaganya sebab dana cadangan yang ada tidak dapat menutup kerugian 
akibat wanprestasi tersebut.   
 Sehingga solusi yang diberikan oleh pihak KJKS Al-Marwah dalam 
hal menyelesaikan wanprestasi dengan cara dibiarkan akan menimbulkan 
kemafsadatan secara qat’i dikarenakan akan merugikan pihak lembaga 
keuangan syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesehatan 
lembaganya serta akan menimbulkan mental tidak sehat kepada anggota.  
 Kemudian jika berdasarkan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 
yang mengatur tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang 
tidak mampu membayar. Fatwa ini menjelaskan prosedur penyelesaian 
pembiayaan murabahah yang macet dengan melakukan beberapa alternatif 
penyelesaian.  
Ketentuan pertama mengatur tentang penyelesaian yang berisi 
bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian pembiayaan murabahah 
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi 
pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah 
disepakati, dengan ketentuan: (a) obyek murabahah atau jaminan 
lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga 
pasar yang disepakati;  (b) nasabah melunasi sisa utangnya kepada 
LKS dari hasil penjualan;  (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa 
utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;  (d) 
apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 
tetap menjadi utang nasabah;  (e) apabila nasabah tidak mampu 
membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. 
 

































 Berdasarkan teori yang dijelaskan dalam Fatwa Nomor 47/DSN-
MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak 
mampu membayar, serta pada praktik dilapangan yang terjadi di KJKS Al-
Marwah. Maka proses yang digunakan oleh pihak KJKS Al-Marwah untuk 
menyelesaikan pembiayaan murabahah yang macet masih belum sesuai 
dengan ketentuan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 dikarenakan dalam 
hal penyelesaiannya apabila anggota sudah tidak dapat menyelesaikan 
pembiayaanya atau mengalami gagal bayar, tidak ada jaminan yang dapat 
di ambil alih untuk proses penyelesaian pembiayaan tersebut sehingga 
dalam hal penyelesaiannya pihak KJKS hanya akan membiarkan hingga 
nasabah memiliki kesadaran untuk menyelesaikan pembiayaan nya 
tersebut. Hal ini berbeda dengan tahapan yang ada pada Fatwa DSN dimana 
dalam hal penyelesaian pembiayaan objek jaminan akan di jual dan 
digunakan untuk melunasi pembiayaan dan jika objek tersebut sudah tidak 
ada dan nasabah sudah tidak dapat membayar barulah taham pemutihan 
atau  penghapusan data dapat dilaksanakan. 
2. Analisis Hukum Perdata Terhadap Solusi Penyelesaian Wanprestasi Pada 
Akad Pembiayaan murabahah di KJKS Al Marwah Masjid Nasional Al-
Akbar Surabaya  
 Perjanjian berasal dari bahasa inggris yaitu contracs , sedangkan 
dalam bahasa belanda disebut dengan overeenkomst. Suatu perjanjian 
adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. 
 

































Persetujuan tersebut merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia 
usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli 
barang, tanah, pembelian kredit, asuransi, pengangkutan barang, 
pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga 
kerja.88 
 Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para 
pihaknya. Ketentuan mengenai kewajiban penjual secara umum di atur 
dalam Pasal 1512 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.89 Sedangkan 
kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu 
dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Apabila pembeli tidak 
melakukan kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan yang telah di sepakati 
sebelumnya misalnya apabila ia terlambat melakukan pembayaran 
angsuran, maka hal tersebut tergolong sebagai wanprestasi. 
 Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk 
memenuhi kewajibannya yang diharuskan oleh Undang-undang. 
Wanprestasi merupakan akibat dari paada tidak dipenuhinya perikatan 
hukum. Mengenai bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu sebagai 
berikut:90 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;  
                                                          
88 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni 1980), 93. 
89 Pasal 1512 KUH Per 
90 IswI Hariyani, dan R. Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang,(Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 
2010), hlm. 103 
 

































b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 
dijanjikan;  
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;  
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;  
 Seperti yang telah dibahas pada bab sebelum nya pembiayaan 
murabahah pada lembaga keuangan syariah merupakan pembiayaan yang 
digemari oleh para anggota sebab dapat membatu mempermudah anggota 
untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi juga tak jarang menimbulkan resiko, 
salah satu nya yaitu Nasabah yang lalai dalam pembayaran (wanprestasi). 
 Pada KJKS Al-Marwah anggota melakukan pembiayaan 
murabahah guna untuk memenuhi keperluan ataupun untuk usaha 
meningkatkan prekonomian. Beberapa anggota mengajuan pembiayaan 
murabahah untuk merenovasi rumah, membeli elektronik, kendaraan dan 
lain sebagai nya. Dengan perjanjian/kesepakatan yang telah disetujui oleh 
kedua pihak. 
  Wanprestasi yang terjadi pada KJKS yang dilakukan nasabah 
bermacam-macam, salah satu nya yaitu terlambat/lalai membayarkan 
angsuran bulanan yang telah disepakati, bahkan ada juga nasabah yang 
keluar dari pekerjaan nya sebagai keryawan Masjid Nasional Al-Akbar 
Surabaya sehingga kewajibannya terhadap KJKS tidak lah terpenuhi sebab 
beberapa orang kemudian menghilang.  
 

































 Nah, jika kemudian solusi yg ditempuh pihak KJKS Al-Marwah 
dalam hal penyelesaian akhir wanprestasi adalah pembiaran/pemutihan. 
Maka hal tersebut tidak lah senada dengan pasal 1267 Kitab Undang–
undang Hukum Perdata, dimana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa 
pihak yang ingkar janji  atau wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi 
perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, 
kerugian dan bunga. Dapat juga diartikan bahwa pihak yang ingkar janji 
dapat hanya dibebani kewajiban gati kerugian saja atau pemenuhan 
perjanjian dengan ganti rugi.91  
 Hal ini secara tegas dikatakan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang 
berbunyi :  
“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang 
harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” 
  Selanjutnya, apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah 
dengan tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melakukan prestasinya, 
maka debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap debitur 
dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi yang dapat 
diterapkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi.92 Dan apabila 
prosedur seperti diatas telah dilakukan dan kreditur tetap tidak 
mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke 
                                                          
91 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1999), hlm. 329 
92 Subekti,... 47\ 
 

































pengadilan dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi 
atau tidak. 
  Sesuai yang telah dipaparkan diatas maka jika dianalisa melalui 
hukum Perdata, Nasabah KJKS Al-Marwah berada dalam keadaan lalai 
atau alpa karena telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih 
janjinya, tetapi ia tetap tidak melakukan prestasinya, nah dalam hal ini 
nasabah KJKS yang berada dalam keadaan lalai atau alpa dapat dikenakan 
sanksi sebagaimana nasabah yang melakukan wanprestasi. Akibat hukum 
yang ditimbulkan karena sebab adanya wanprestasi antara lain : 
1.  Pasal 1243 KUH Perdata yang berisi, “penggantian biaya, rugi dan 
bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 
diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”  
2.  Pasal 1237 KUH Perdata yang berisi, “dalam hal adanya perikatan 
untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak 
perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.”  
3.  Pasal 1266 KUH Perdata yang berisi, “syarat batal dianggap selalu 
dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, 
manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” 
 








































































A. Kesimpulan  
 Sesuai dengan rumusan masalah dan hasil penelitian yang diuraikan 
sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan:  
1. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada akad pembiayaan murabahah 
di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya berawal dari 
adanya anggota KJKS yang melakukan pembiayaan murabahah kemudian 
ingkar janji, lalai dalam memenuhi prestasi berupa tidak membayar 
angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal. Faktor yang 
menyebabkan ialah perekenomian menurun sebab anggota tidak lagi 
bekerja dan adanya itikad tidak baik dari anggota yang sebenarnya mampu 
akan tetapi dengan sengaja tidak mau memenuhi prestasi (membayar).  
2. Solusi yang ditempuh oleh pihak KJKS ialah bagi nasabah yang masih 
memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya maka diberikan 
perpanjangan waktu atau keringanan pembayaran sesuai kemampuannya. 
Untuk nasabah yang benar-benar tidak memiliki itikad baik pihak KJKS 
membiarkan sampai anggota tersebut kembali mempunyai itikad baik untuk 
menyelesaikan pembiayaannya.  
3. Solusi penyelesaian pada KJKS Al-Marwah tidak diperbolehkan menurut 
sadd ad-dhari>’ah karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi 
 

































anggota yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan, pada 
sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu adanya alternatif pembiaran 
yang dapat merugikan pihak KJKS. Selain itu, dalam tahap penyelesaian 
wanprestasi juga masih belum sesuai dengan KUHPer, sebab dalam 
KUHPer nasabah yang dalam keadaan lalai atau alpa, terhadap debitur 
dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi yang diterapkan 
kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi yaitu pasal 1243 KUHPer. 
B. Saran 
 Dari pemaparan mengenai wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah 
diatas, maka  penulis ingin memberikan saran kepada KJKS Al-Marwah Masjid 
Nasional Al-Akbar Surabaya sebagai berikut: 
1. Harus tegas dalam mempertimbangkan untuk menerima atau menolak 
permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria dan tidak hanya 
menjadikan alasan anggota adalah karyawan masjid nasional al-akbar 
surabaya kemudian dengan mudah pembiayaan terealisasikan tetapi juga 
harus dilakukan analisis kelayakan calon anggota pembiayaan, sehingga 
dengan dilakukannya hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan 
terjadinya resiko nasabah wanprestasi. 
2. Hendaknya memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan 
pembiayaan murabahah yang telah menjadi acuan sehingga memberikan 
hasil yang optimal bagi koperasi dan mampu meminimalisir resiko atau 
 

































menghindari nasabah wanprestasi seperti dipersyaratkannya jaminan 
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